PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 38 TAHUN 1964
TENTANG
PENYERAHAN BUS DA ATAU TRK M LI K | NSTANS - | NSTANSI
NEGARA DAERAH DALAM W LAYAH DAERAH KHUSUS | BU- KOTA
JAKARTA RAYA KEPADA P. T. PERUSAHAAN ANGKUTAN " TAM P!

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Menbaca:

Surat Veékil Perdana Menteri 111/ Menteri Koordi nator Konpartenen Penbangunan

t anggal :

Meni nbang:

a. bahwa dal am rangka kebi j aksanaan ekonom - keuangan yang sesuai dengan
peni ngkatan pel aksanaan Dw kora dianggap perlu untuk nel akukan
berbagai usaha untuk nenpertinggi dayaguna di segala | apangan,
khususnya dal am bi dang pengangkutan pegawai sipil/anggota Angkatan
Ber senj at a/ pegavai perusahaan negara dan lain-lain instansi
Pererintah Pusat/daerah agar supaya dalam bidang ini tercapai
penggunaan ekonoms dari alat-alat pengangkutan secara naksinal,
sehi ngga dapat nenekan anggaran bel anja routi ne;

b. bahwa unt uk keperluan tersebut sebagai pilot proyek di w | ayah Daerah
Khusus | bukota Jakarta Raya tel ah terbentuk Perseroan Terbatas (P.T.)
Perusahaan Angkutan "TAV P', yang bertugas nengurus/ nenyel enggar akan
pengangkut an  pegawai sipil/anggota angkatan bersenj at a/ pegavnai
perusahaan negara dan lain-lain instansi Penerintah Pusat/daerah yang
bi asanya di sel enggarakan ol eh Instansi-instansi Negara/Daerah itu
sendiri;

C. bahwa untuk nel aksanakan maksud tersebut perlu nenetapkan/ nengat ur
penyerahan bus dan/atau truk mlik instansi-instansi Negara/Daerah
dalam wlayah Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya kepada P.T.
Per usahaan Angkutan "TAVI P';

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. |.CW (Saatsblad 1925 No. 448);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:

Peraturan Presiden tentang penyerahan bus dan/atau truk mlik Instansi
Negar a/ daer ah dal am w | ayah daerah Khusus | bukota Jakarta Raya kepada P.T.
Per usahaan Angkutan "TAVI P'.

BAB |.
KETENTUAN UMM

Pasal 1.

O dalamPeraturan ini yang di naksudkan dengan:

a.

"I nstansi Negar a/ Daerah” yal ah:
1. senmua Departenen Penerintahan Republik Indonesia baik sipil
maupun Angkatan Bersenjata termasuk Konando-konando Angkatan



Bersenj ata dal amw | ayah Daerah Khusus | bukota Jakarta Raya;
2. semua Perusahaan Negara, ternmasuk Badan PR npinan Umum
Perusahaan Negara, dal am wi | ayah Daerah Khusus |bukota Jakarta
Raya, kecuali P.N "Danri";
Perusahaan Negara "Gaya Motor" di Jakart a;
Perusahaan "I ndonesi an Servi ce Conpany” di Jakart a;
Pernerintah Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya dan sema
instansi di bawahnya, kecuali Perusahaan Daerah "P.P.D.";
senua Bank, yayasan, |enbaga dan lain-lain instansi Penerintah
Pusat dalam wlayah Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya dan
Pereri nt ah Daerah Khusus | bukota Jakarta Raya;
b. P.T. "TAMP' ial ah:
Perseroan Terbatas (P.T.) Perusahaan Angkutan "TAM P', yang didirikan
dengan Akta Notaris Qustaf Hunmal a Soangkupon Lunban Tobi ng di Jakarta
No. 17 tanggal 4 Nopenber 1964 dan di sahkan dengan Surat Keputusan
Ment eri  Kehaki nan.

o gr®

BAB I 1.
PELAKSANAAN  PENYERAHAN

Pasal 2.

(1) Semua bus dan/atau truk mlik instansi-instansi Negara/ Daerah, yang
selana ini dipergunakan untuk pengangkutan pegawai sipil, anggota
angkatan bersenjata dan pegawai Perusahaan Negara (ternasuk
Perusahaan "Indonesian Service Gonpany" di Jakarta), bank, yayasan,
| enbaga dan lain-lain instansi Penerintah Pusat dan Penerintah Daerah
Khusus | bukota Jakarta Raya, diserahkan kepada P.T. "TAM P', kecuali
mlik Istana Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Presiden
Republ i k | ndonesi a.

(2) Yang dikecualikan dari penyerahan tersebut pada ayat (1) pasal ini,
yalah bus dan/atau truk dari Departenen-departenen Angkatan
Bersenjata yang dipergunakan untuk keperluan mliter/ pengangkutan
pasukan dan mlik Perusahaan Negara, bank, yayasan, |enbaga dan | ai n-
lain instansi Penerintah Pusat dan Penerintah Daerah Khusus |bukota
Jakarta Raya, yang dipergunakan untuk pengangkutan barang keperl| uan
per ekonom an unum

Pasal 3.

Tiap-tiap Menteri Koordinator dan Menteri-nenteri, Qibernur/ Kepal a
Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya dan Presiden D rektur Perusahaan
"I ndonesi an Servi ce Conpany" bertanggung jawab atas pel aksanaan penyer ahan
sebagai nana di tentukan dal ampasal 1 ayat (1), dan diwagjibkan nenerint ahkan
penyer ahan t er maksud kepada semua instansi di bawah pi npi nannya.

Pasal 4.

(1) Penyerahan bus dan/atau truk kepada P.T. "TAMP', dilakukan
ber dasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku dan disel esai kan ol eh
i nstansi Negar a/ Daerah yang ber sangkut an dal am w | ayah Daerah Khusus
| bukota Jakarta Raya bersana-sama dengan Menteri Wusan Pendapat an,
Penbi ayaan dan Pengawasan.

(2) Penyerahan bus dan/atau truk tersebut dalamayat (1) pasal ini dapat



di | akukan secara sewa-beli atau sebagai saham
Pasal 5.

Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan dit unj uk sebagai
penegang saham untuk dan atas nana Negara dan kepadanya diberi wewenang
juga untuk rengel uar kan uang penbel i an sahamprioritas dan nenerinma di vi den
yang ber hubungan dengan it u.

Pasal 6.

Pel aksanaan dari Peraturan ini diserahkan kepada Presidi um Kabi net
Republik Indonesia c.q. Veékil Perdana Menteri 111, dengan Pengawasan,
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sata dan Quber nur
Kepal a Daerah Khusus | bukota Jakarta Raya.

Pasal 7.

S stim pengangkutan pegawai sipil/anggota angkatan bersenjata dan
pegawai perusahaan negara (termasuk Perusahaan "I ndonesi an Servi ce Conpany"
di Jakarta), bank, yayasan, |enbaga dan lain-lain instansi Penerintah Pusat
dan Penerintah Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya, yang ada dal am w | ayah
Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya, mulai diselenggarakan oleh P.T.
"TAMP', pada tanggal 1 Januari 1965.

BABIII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.
Ter hadap barang si apa yang tidak nel aksanakan dan/atau tidak nentaati

Peraturan ini akan dianbil tindakan admnistratif nenurut peraturan yang
ber | aku.

Pasal 9.

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh
Presi di um Kabi net Republ ik I ndonesia c.q. Vékil Perdana Menteri 111,

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran-Negara
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desenber 1964.

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Ttd.

SUKARNQ



D undangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desenber 1964.
SEKRETAR S NEGARA

Tt d.

MOHD, | GHSAN
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